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BUPATI WAKATOBI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 7(,7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI PERIODE 2018-2019

Menimbang @ a.

Mengingat : 1.

BUPATI WAKATOBI,

bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan
Pembangunan di bidang Perlindungan Anak
dan terwujudnya peran anak dalam setiap
aspek pembangunan di Kabupaten
Wakatobi, maka peru dibentuk Forum Anak
Daerah Kabupaten Wakatobi Periode 2018-
2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten
Wakatobi Periode 2018-2019;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indoresia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor. 4235);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Bombana,
Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
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Lembéxa.n Negara Republik Indonesia Nomor
4419);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dua kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data
Gender dan Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3
Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi
Anak dalam Pembangunan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kebijakan Partisipasi Anak dalam
Pembangunan .Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupnaten Wakatobi



Menetapkan :
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KETIGA

KEEMPAT

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

: Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten

Wakatobi Periode 2018-2019 dengan susunan
personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

: Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud diktum

KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merencanakan dan merumuskan program
kegiatan;

b. melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan;

c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Wakatobi setiap 3 (tiga) bulan sekali;

d. memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan
kewajiban anak;

e. mensosialisasikan hak dan kewajiban anak di
lingkungan teman sebaya anak;

f. menyuarakan aspirasi anak;

g. melibatkan diri dalam proses pengambilan
keputusan;

h. mendorong anak-anak aktif mengembangkan
potensinya.

: Forum Anak Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud diktum KEDUA,
bertanggung jawab kepada Bupati dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wakatobi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Wakatobi.
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